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ABSTRAK

Pesatnya perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya strategi
penghindaran pajak melalui penggerusan basis pajak (Base erosion) dan
penggeseran laba (profit shifting) ke yurisdiksi pajak rendah atau fax haven.
Fenomena persaingan global mendorong banyak negara untuk saling berlomba
menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan, yang dikenal dengan istilah
race to the bottom. Hal ini mendapat respons lebih lanjut untuk mengembangkan
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project oleh Organisation For Economic
Co-operation and Development (OECD). Panduan kebijakan berujung penerapan
dua pilar utama, yakni Pilar 1 yang lebih dikenal sebagai kriteria tambahan
Permananet Establishment (PE) dan Pilar 2 terkait Global Minimum Tax (GMT).
Otoritas pajak Indonesia mengharmonisasikan kebijakan domestik dengan standar
internasional melalui penerbitan PMK Nomor 136 Tahun 2024 untuk
implementasi Pilar 2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah PMK
tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum (certainty), mengacu pada the
four maxims of taxation. Dalam konteks GMT, prinsip kepastian hukum
mencakup kejelasan bagi pelaku usaha mengenai siapa yang menjadi subjek
pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran tarif pajak yang
diterapkan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, yang berpijak pada
pandangan bahwa setiap individu memiliki cara pandang dan interpretasi yang
berbeda-beda terhadap realitas sosial. Paradigma ini menekankan bahwa realitas
bukanlah sesuatu yang tunggal dan objektif, melainkan dibentuk melalui
pengalaman subjektif, konteks sosial, serta interaksi antar individu. Secara
epistemologi, peran peneliti adalah menjadi instrumen utama dalam penelitian
melalui refleksi atas interpretasi subjektif terhadap kebijakan PMK Nomor 136
Tahun 2024 sebagai objek penelitian.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Basis Pajak dan Pergeseran Laba, Pajak
Minimum Global, PMK Nomor 136 Tahun 2024
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UNDERSTANDING THE LEGAL CERTAINTY OF THE PMK 136/2024 WITH
REFERENCE TO OECD PILLAR 2

Ni Putu Ayu Diah Ratna Dewi
2115654078
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid development of the digital economy has driven the emergence of tax
avoidance strategies through base erosion and profit shifting to low-tax
jurisdictions or tax havens. The phenomenon of global competition has
encouraged many countries to compete in lowering corporate income tax rates,
which is known as the race to the bottom. This has received further response
through the development of the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project
by the Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD). The
policy guidelines aim to implement two main pillars: Pillar One, more widely
known as the additional criteria for Permanent Establishment (PE), and Pillar
Two, which is related to the Global Minimum Tax (GMT). The Indonesian tax
authority harmonizes domestic policy with international standards through the
issuance of PMK 136/2024 for the implementation of Pillar Two. This study aims
to understand whether the regulation fulfills the principle of legal certainty, as
outlined in the four maxims of taxation. In the context of the Global Minimum Tax
(GMT), the principle of legal certainty includes clarity for business actors
regarding who is the tax subject, what constitutes the tax object, and the
applicable tax rate. This study adopts a qualitative paradigm, which is based on
the view that each individual has a different perspective and interpretation of
social reality. This paradigm emphasizes that reality is not singular and objective,
but is shaped through subjective experiences, social context, and interactions
among individuals. Epistemologically, the role of the researcher is to serve as the
primary instrument in the study, reflecting on subjective interpretations of
PMK 136/2024, which becomes the object of research.

Keywords: Certainty, Base Erosion and Profit Shifting, Global Minimum Tax,
PMK Nomor 136 Tahun 2024
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi luar biasa pesat seiring dengan perkembangan
transaksi digital. Muncul strategi penghindaran pajak dengan cara
penggerusan basis pajak (base erosion) melalui penggeseran laba
perusahaan (profit shifting) ke yurisdiksi yang mengenakan pajak rendah
atau bahkan tidak ada pemajakan sama sekali (fax haven) (Tambunan,
2021). Fenomena yang dapat dicermati adalah penggunaan Special Purpose
Company (SPC) atau “dummy company” oleh perusahaan multinasional
untuk melakukan pergeseran laba (profit shifting) (OECD, 2015). SPC
bertujuan menampung pembayaran dari perusahaan-perusahaan yang
terhubung melalui hubungan kepemilikan langsung maupun tidak langsung
di yurisdiksi lain. Melalui mekanisme ini, perusahaan di Indonesia
melakukan pembayaran royalti, bunga, atau management fee kepada SPC
di luar negeri yang menyebabkan laba kena pajak di Indonesia menurun.
Praktik tersebut pada akhirnya mengurangi beban pajak di Indonesia
(Wu, 2018), sementara laba terkonsolidasi grup multinasional secara global
tetap optimal karena SPC tidak dikenai pajak di negara berdomisilinya.
Setiap negara akhirnya berlomba-lomba untuk menurunkan tarif Pajak
Penghasilan (PPh) badan untuk menarik investasi. Fenomena tersebut
menjadi perhatian dari tahun-tahun sebelumnya yaitu race to the bottom

(Tatham & Bauer, 2021; Titus, 2022). Hal tersebut membuat banyak negara



berkembang kehilangan sumber pendapatan dari pajak karena tidak dapat
mengimbangi negara maju untuk menurunkan tarif pajaknya.
Menteri-menteri keuangan dari negara anggota G-20 bersinergi untuk
mengembangkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project. Pada
Tahun 2015, BEPS Project mengeluarkan 15 rencana aksi (OECD, 2013)
untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah
satunya BEPS aksi 1 terkait dengan ekonomi digital, tetapi rekomendasinya
di pandang belum cukup untuk mengatasi isu tersebut. Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan panduan
kepada negara-negara untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi digital,
salah satunya adalah Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy
pada tahun 2015 (OECD, 2015). OECD melanjutkan panduan kebijakan
dengan penerapan Pilar 1 yang lebih dikenal sebagai kriteria tambahan
dalam menentukan Permanent Establishment (PE) (Darmayasa & Partika,
2021) dan Pilar 2 terkait Global Minimum Tax (GMT) (OECD, 2021, 2023).
Menyambut panduan dari OECD, otoritas pajak di Indonesia akan
melakukan harmonisasi hukum pajak pada tahun 2022, dan pada tahun 2025
menyiapkan kebijakan untuk implementasi Pilar 2, yang disajikan dalam
economic and taxation Outlook 2025 oleh Institut Akuntan Indonesia (IAI)
pada awal tahun 2025. Harmonisasi hukum pajak dan persiapan
implementasi Pilar 2 bertujuan meningkatkan hak pemajakan, khususnya
hak untuk memahami pajak atas digital ekonomi. Berdasarkan penelitian

sebelumnya, penelitian yang mendominasi penggunaan model rules OECD



lebih menekankan aspek pemajakan negara domisili (Ponomareva, 2022).
Indonesia membutuhkan konsep perpajakan yang dapat meningkatkan hak
pemajakan dari perspektif negara sumber, mengacu pada the four maxims of
taxation (Cahyadini et al., 2023; Hakam et al., 2024; Hamilton-Hart &
Schulze, 2016)

Direktorat Jendral Pajak (DJP) merespons pesatnya perkembangan
ekonomi digital melalui reformasi kebijakan untuk meningkatkan hak
pemajakan dalam kerangka kebijakan yang adil, baik dari perspektif negara
sumber maupun negara domisili. Reformasi kebijakan otoritas pajak yang
akan berlaku pada tahun 2025 akan terdiri atas perubahan regulasi dalam
rangka persiapan implementasi Pilar 2 (Cahyadini et al., 2023). Pada akhir
tahun 2024, DJP mengeluarkan kebijakan terkait Penerapan ‘Pajak
Minimum Global Berdasarkan Perjanjian Internasional”, sebagai tindak
lanjut dari OECD Pilar 2. Terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 136 Tahun 2024 merupakan bagian dari model kepastian hukum atas
implementasi Pilar 2. Kirchler mengembangkan model kepatuhan pajak
yang telah disesuaikan dengan kebijakan domestik (Darmayasa et al., 2024;
Darmayasa & Hardika, 2024; Hikmah et al., 2023). Pada dasarnya,
Pemerintah Indonesia telah memulai inisiasi untuk membentuk legislasi
terkait dengan penerapan pajak minimum global sejak tahun 2021. Inisiasi
dimulai ketika pemerintah mengusulkan Alternative Minimum Tax (AMT)

di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan



(UU KUP). Namun, dalam pembahasan antara pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) berujung dengan dihapuskannya.

Ketika substansi pajak penghasilan minimum dihapus, pemerintah tetap
menyiapkan lingkungan peraturan terkait GMT yang termuat
pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 pada akhir tahun 2022
merupakan aturan pelaksana dari UU HPP (Indonesia, 2022). Selanjutnya,
guna mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan ketentuan GMT, Pemerintah
menerbitkan PMK Nomor 136 Tahun 2024 sebagai regulasi turunan dari PP
Nomor 55 Tahun 2022. Dalam hal ini, asas lex specialis derogat legi
generali yang dapat memfasilitasi penanganan prinsip certainty
(Sachdeva, 2021). PMK Nomor 136 Tahun 2024 sebagai peraturan yang
bersifat lebih khusus dan teknis memiliki kekuatan mengesampingkan
ketentuan yang lebih umum dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 atau UU HPP,
sejauh mengatur substansi yang sama. Dengan demikian, PMK Nomor 136
Tahun 2024 menjadi landasan implementasi kebijakan secara teknis di
Indonesia. Kebijakan ditetapkan untuk memastikan prinsip certainty
sehingga memberikan kekuatan hukum.

Prinsip kepastian hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Hukum ada karena adanya kepastian dan kepastian juga membuat hukum
semakin taat (Neltje & Panjivoga, 2023). Secara normatif, kepastian hukum

adalah sebuah tatanan hukum yang dibuat secara jelas dan pasti sehingga



dapat mencegah terjadinya ambiguitas (Hidayat et al., 2024). Gagalnya
kepastian hukum di Indonesia diakibatkan belum memiliki ketentuan yang
jelas. Kenyataannya terdapat reformasi pajak yang dilakukan pemerintah
untuk menanggulangi masalah kepatuhan masih belum mendapatkan hasil
yang memadai (Darmayasa et al., 2021). Penelitian ini bertujuan memahami
PMK Nomor 136 Tahun 2024 mengacu pada Pilar 2 OECD untuk
menerapkan kebijakan dalam hak pemajakan bagi Indonesia. Hasil
penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk memahami kepastian

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.

Rumusan Masalah

Menelaah lebih dalam mengenai pemaparan latar belakang terkait
fenomena race to the bottom yang sampai sekarang menjadi isu global.
Salah satunya Negara Indonesia terdampak yang menyebabkan kehilangan
potensi penerimaan negara. Atas fenomena tersebut muncul solusi Pilar 2,
yaitu terkait Global Minimum Tax (GMT). Keberadaan aturan global
tersebut dengan prinsip kepastian hukum (certainty) memunculkan
PMK Nomor 136 Tahun 2024 sebagai hal yang mengikat. Aturan tersebut
mengatur bagaimana aspek kepastian hukum dijalankan oleh Indonesia.
Agar nantinya pelaku bisnis yang menjadi fokusnya utama otoritas pajak
dapat dipajaki atas pendapatan yang diterima. Pihak otoritas pajak
menginginkan penerimaan pajak yang besar, namun wajib pajak ingin

mengecilkan beban pajaknya.



Sehingga rumusan masalah terkait penelitian ini, apakah aturan Pilar 2
OECD yang diadopsi melalui penerbitan PMK Nomor 136 Tahun 2024 telah
memberikan penerapan prinsip kepastian hukum (certainty) sebagaimana
dikemukakan Adam Smith, khususnya dalam aspek siapa yang dipajaki, apa
yang dipajaki, dan bagaimana pemajakannya. Sehingga dapat menjamin
kejelasan dan kosistensi dalam sistem pajak minimum global di Indonesia.
Pemerintah Indonesia memerlukan regulasi yang tepat guna mencapai target
penerimaan negara, salah satunya melalui reformasi peraturan perundang-

undangan yang mengatur GMT.

Batasan Masalah

Melalui uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti
menetapkan batasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup masalah
yang diteliti, melalui penetapan batasan ruang dan waktu penelitian. Dalam
konteks ruang difokuskan kepada kepastian hukum (certainty) PMK Nomor
136 Tahun 2024 sebagai acuan ketentuan domestik yang mengacu pada
Pilar 2 OECD. Sehingga, penelitian dilakukan memahami atas aturan
domestik dengan prinsip certainty. Serta dalam konteks waktu, penelitian ini
menetapkan rentang waktu sejak berlakunya kebijakan PMK Nomor 136
Tahun 2024 yang berfokus pada pengenaan pajak minimum global di

Indonesia.



D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif
kepastian hukum (certainty) dalam penerapan PMK Nomor 136
Tahun 2024 sebagai instrumen domestik yang mengadopsi ketentuan
Pillar 2 OECD. Analisis ini berpijak pada prinsip kepastian (certainty)
yang dikemukakan Adam Smith yang menekankan bahwa cara dan
jumlah pajak yang dibayar harus jelas bagi wajib pajak. Sejalan dengan
prinsip tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga aspek
utama, yaitu: (1) siapa yang dipajaki, mencakup penentuan subjek pajak
(2) apa yang dipajaki, mencakup penetapan objek pajak sebagai dasar
pengenaan GMT (3) bagaimana pemajakannya, mencakup kepastian
tarif pajak beserta mekanisme perhitungan. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap
penguatan literatur perpajakan internasional serta implikasi praktis bagi
harmonisasi norma internasional dengan hukum di dalam negeri.
Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu
manfaat teoretis dan manfaat praktis. Dalam hal ini peneliti
menjabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Aturan yang konsisten dan jelas meningkatkan kepercayaan

publik terhadap sistem perpajakan. Pelaku bisnis akan melihat



bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan aturan yang
transparansi. Kepastian hukum (certainty) dalam perpajakan
membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Investor
cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara
dengan sistem perpajakan yang jelas. Kajian ini juga dapat
memperkaya literatur mengenai peran peraturan untuk
mengeliminasi adanya kompetisi tarif pajak PPh Badan dengan
cara menerapkan adanya Global Minimum Tax (GMT). Hasil
penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan ilmu
perpajakan terkait pajak internasional, tapi dapat menjadi dasar
dalam penyusunan model peraturan yang efektif.
b. Manfaat Praktis
1) Otoritas Pajak
Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara.
Penerimaan negeri di peran yang sangat penting dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak, kualitas pelayanan dan
juga menyusun kebijakan. Hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku lembaga yang
memiliki wewenang dalam mengoptimalkan penerapan
PMK Nomor 136 Tahun 2024, sektor pajak masih terus
dioptimalkan oleh DJP selaku otoritas pajak. Otoritas pajak

di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik



2)

3)

Indonesia memiliki sehingga kebijakan ini dapat berjalan
efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.
Diharapkan juga DJP membantu atas keberhasilan penerapan
aturan tersebut untuk memberikan dampak positif bagi
Indonesia.
Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada pelaku bisnis yang notabenenya sebagai wajib pajak,
dalam memberikan edukasi mengenai isu perpajakan
internasional yang sedang hangat dibicarakan dalam era
globalisasi ini, difokuskan pada grup perusahaan
multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk memenuhi
kewajiban pajak sesuai kepastian hukum yang diterapkan.
Harapannya tidak hanya meningkatkan pendapatan negara
namun untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali merupakan pendidikan vokasi yang
memiliki 7 jurusan, penulis berada pada Jurusan Akuntansi
Program Studi Terapan Akuntansi Perpajakan. Besar harapan
dari hasil penelitian ini memberikan kontribusi kepada
otoritas pajak dan wajib pajak untuk saling percaya dengan

porsi  masing-masing terkait pemenuhan kewajiban



perpajakan dan pelayanan dalam bingkai pentahelix yakni
lima pemangku kepentingan utama terdiri dari pemerintah,
akademisi, bisnis, masyarakat dan media. Hal ini sejalan
dengan Indeks Kinerja Utama (IKU). Selain itu, mahasiswa
mendapat pengalaman di luar kampus melalui kegiatan
magang. Dengan kegiatan praktik magang diindustri,
mahasiswa dapat mengembangkan diri dan mampu
memberikan keterampilan yang mumpuni. Penelitian ini juga
dapat menjadi kebijakan implementasi dalam membantu
merealisasikan program pemerintah dalam hal pengoptimalan
wawasan mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
permasalahan  perpajakan internasional yang sedang

mengalami peningkatan isu terkait pajak minimum global.
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BAB YV

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum (certainty)

dalam PMK Nomor 136 Tahun 2024 mengenai pajak minimum global

berdasarkan model rules GloBE. Berdasarkan analisis konten terhadap

enam partisipan melalui konten Youtube dan struktur kebijakan, dapat

disimpulkan bahwa PMK Nomor 136 Tahun 2024 telah memenuhi prinsip

kepastian hukum secara substantif dan struktural. Kesimpulan utama dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Prinsip certainty pada aspek subjek pajak telah diatur secara jelas,
yakni Perusahaan Multinasional (PMN) dengan peredaran bruto
global minimal EUR 750 juta. Konten ini memberikan kepastian
terhadap entitas yang termasuk kategori subjek pajak untuk
menghindari multitafsir.

Prinsip certainty pada aspek objek pajak berupa laba ekses yang
dihitung dari Laba GloBE dikurangi SBIE, sesuai standar OECD dan
ketentuan domestik, memberikan transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip certainty pada aspek tarif pajak minimum sebesar 15% telah
diadopsi dengan skema QDMTT, IIR, dan UTPR. Skema ini
menciptakan prediktabilitas dan perlindungan terhadap hak pemajakan

nasional.



4. PMK Nomor 136 Tahun 2024 telah memberikan kepastian hukum
(certainty) dalam penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia,
terutama terkait subjek, objek, dan tarif pajak. Namun, penetapan
homebase PMN masih perlu dipastikan konsisten dengan model rules
OECD agar tidak menimbulkan /legal uncertainty, risiko double
taxation atau no taxation, serta memastikan implementasi GMT
berjalan efektif bagi Indonesia dan perusahaan multinasional.

Struktur analisis dan interpretasi juga menunjukkan bahwa PMK ini
telah menyesuaikan dengan model rules OECD dan ditunjang oleh

harmonisasi peraturan serta kesiapan digitalisasi sistem fiskal Indonesia.

Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Penelitian ini memperkaya literatur yang mendukung prinsip
certainty dalam perpajakan global, khususnya dalam konteks negara
berkembang seperti Indonesia. Prinsip certainty tidak hanya dipahami
sebagai aspek normatif, tetapi juga dapat dikaji melalui struktur
perhitungan dan pembagian kewenangan pemajakan.
2. Implikasi Praktis
PMK Nomor 136 Tahun 2024 dapat dijadikan acuan teknis yang
kredibel dalam melaksanakan ketentuan pajak global minimum secara
nasional. Bagi otoritas pajak, kebijakan ini menunjukkan kesiapan
fiskal Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam kerangka kerja global

seperti OECD/G20 Inclusive Framework.
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3. Implikasi Kebijakan
Melalui pengadopsian QDMTT, Indonesia menegaskan kedaulatan
fiskalnya dalam menjaga BEPS. Selain itu, penerapan PMK ini dapat
mendorong peningkatan kepatuhan pajak, mencegah praktik erosi
basis pajak, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama pajak

internasional.

C. Saran
1. Otoritas Pajak

Peningkatan kapasitas digital dan penguatan sistem pelaporan
otomatis mutlak diperlukan guna mendukung pelaksanaan PMK
Nomor 136 Tahun 2024 secara optimal. Selain itu, pelatihan khusus
bagi aparat pajak serta penyusunan petunjuk teknis operasional
(Juknis) menjadi elemen krusial untuk menjamin konsistensi
implementasi di lapangan.

2.  Untuk Wajib Pajak (Perusahaan Multinasional)

Perusahaan yang tergabung dalam grup usaha multinasional
sebaiknya melakukan penyesuaian struktur kepatuhan dan pelaporan
keuangan sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 136 Tahun
2024, termasuk kesiapan dalam menghitung tarif efektif dan Laba
GloBE per-yurisdiksi.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji aspek kepatuhan atau

efektivitas implementasi PMK Nomor 136 Tahun 2024 setelah masa
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berlaku penuh, termasuk studi kasus atas entitas yang benar-benar

terdampak oleh kebijakan pajak minimum global ini.
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